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BUPATI PADANG LAWAS 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 
NOMOR 0,; TAHUN 2016 

V'
TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN PADANG LAWAS 

, " ca.. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PADANG LAVlAS, 

Nienimbang a. 	 ~:,ahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintalnn Daerah ditegaskan 
bahwa Pembentukan d:ln Susunan 
Perangkat Daeruh ditetapkan dengar: 
Peraturan Daerah dan bcrdaSc'lrkan Pasal 3 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Pera'lgkat Daerah 
ditegaskan bal""'q, pembentukan dal:" 
Susunan Perangkat Daerah clitetapkan 
t:-.;Jlgal1, Peraturan Daerah, m,l,:c. perlu 
menyusun Peraturan Daerah tentang 
Perangkat Daerab;<c:' . b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana 
dimaksud daJam huruf a diatas, per]u 
membentuk Perangkat Daerah ya'1C 
penetapannya dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Padang Lawas; 

Mengingat 1. Pasa] 18 ayat (6) Undang-Undang DasaI' 
Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 

2. 	 Undang-Undang Nomor 07 Tabun 1956 
tentang Pembentukan Daerab Otonomi di 
Kflbupaten DaIam Lingkungan' Daerah 

• 




Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun Iy!:>6 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Kabupaten Padang 
Lawas di Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Neg~ra Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Pemturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

• 
Tambahan Lembaran Negara RepubJik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipj] Negara (Lembaran 
Negara ReplJblik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambaban Lembaran Nega"ra 
Republik Indonesia Nomor 5494): 

6. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Np.gara Republik 
Indonasia Tahun 2014 Numor 7, Tambahan 
Lembaran r' ~ara Republik Indonasia 
Nomor 5495); 

7. 	 Undang-Undang Nomor 23 ianun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
,,','.. Negara Republik Indonesia Tabun 2014
~J~i NomoI' 244, Tambahan· Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana te]ah diubah kedua ka~;nya 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 ~entang Perubahan Kedua ata"> 
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 
tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 
Nomor 58, Tambahar: Lembaran Negara 
RepubUk indonesia Nomor 5679); 
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8. 	 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
9. 	 Peratu:-an Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (:.2mbaran Negara Republik 
Indonesia rah .... n 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

10. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2D16 tentang P?rangkat Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 5887, Tambahan Lembetran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887). 

Dengan Perset.ujuall Bersama 
OC;WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH V.ABUPATEN PADANG LAWAS 

dan 
BUPATJ PADANG LAWAS 

ME: "}TC3KAN 

• Menetapkan PERATURAN DAERhd TENTANG 
.PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 
PADAr~G LAWAS. 

DAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang ojmaksud dengan : 
1. 	 Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas. 
2. 	 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan oleh pemerintah caerah dan 
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 



otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya datam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang~Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 'rahun 1945. 

3. 	 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerilltahan Dearah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. 	 Bupati adalah B... r:;Jti Padang Lawas. 
5. 	 Dewan Perwakilan f"\.akyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPR adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Dearah. 

6. 	 Perangkat Daerar. Kabupaten adalah unsur 
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten da1am menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
Kabupaten. 

7. 	 Peraturan Daerah yane selanjutr..ya disebut Perda 
atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda 
Kabupaten. 

8. 	 Urm~an Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dJJakukan okh Kementerian 
Negara dan . .:myelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan 
mensejahterakan masypr:tkat. 

9. 	 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 
Kabupaten Padang Lawas. 

10. 	 Sekretariat DPRD adalah Sekre-:.a:iat DPRD 
Kabupaten Padang Lawas. 

11. 	 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Padang 
Lawas. 

12. 	 Dina& Daerah adalah Dinas Daerah !~abupaten 

Padang Lawas. 
13. 	 Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten 

Padang Lawas. 
14. 	 Unit Pelaksana Telulis Dinas, adalah unsur• 

pelaksana teknis Dinas yang lnelaksanakan kegiatan 



teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu. 

15. 	 Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur 
pelaksann teknis Badan untuk rnelaksanakan 
kegiatan teknis operasional danl atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu .

• 

BABn 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 


Pasa12 


Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah 
dengan susunan sebagai berikut: 
a. 	 Sekretariat Daerah Kabupaten rnerupakan 

Sekretariat Daerah Tipe fl, menyelenggarakan 
penyusunan dan pengkoordinasian administrasi 
terhadap pelaksanaan tugas }.JCrangkat daerah serta 
pelayanan administratif. 

b. 	 Sekretariat I!PRD Kabupaten nierupakan Sekretariat 
DPRD Tipe B, menyelenggarakan adrnjnistrasi 
k~sekretariatan dan keuang8Jl, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, 
serta menyediakan dan m~ngkoordinasikan tenaga 

..... ::lhli yang diperlukan oleh DPRD l{abupatp.n dalam 
melaksanakan hak dall fungsinya sesuai dengan 
ketentuan. 

c. 	 I nspektofC::n Daerah Kabupaten Padang Lawas 
merupakan Inspektorat Tipe' A, menyelenggarakan 
pembinaan dan r~'!1gawasan pelaksanaan urusan 
pemerin tahan yang menjadi kewenangan daerah dan 
tugas !Jembantuan o]eh Perangkat Daerah. 

d. 	 Dinas Daerah Kabupaten Padang La.v;as, te:diri dari : 
1. 	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pendjdikan dan urusa.TJ pemerintahan bidang 
kebudayaan; 

2. 	 Dinas Pemuda Jlahraga dan Pariwisata Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
kepemudaan, olah raga, dan bidang pariwisata; 

3. 	 Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang kesehatan; 

http:urusa.TJ
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6. 

7. 

8. 
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Dinas Sosjal Tipe A menyelenggarakan urusan 
pcmerintahan bidang sosial; 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Tipe A menyelenggatakan 
urusan pemerintahan bidang Pengendalian 
Penduduk dan keluarga berencana, bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak; 
Glll"'~ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe 
B, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pernberdayaan masyarakat dan desa; 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe 
A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidarlg administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 
Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan hidang Ketenteraman dan 
Ketertiba'1 Uml..im (sub Kebakaran);. 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perl1naman modal; 
Dinas Kopel'asi UKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan 
IJcmerintahan bidang koperasi usaha kedl 
menengah, bidang perindustripn dan 

\pcrdagar:;m; 

Dinas . Peke;:jaan Umum Tipe B 

menyelenggarakan urusan peme.riptahan bidang 

pekerjaan '>umum dan pe:aataat: l'uang, bidang 

pertanahan, bidang penerangan dan 

pertamanan; 

Dinas Pe·rumahan, Kawasan Permukiman dan 


. Ft~rhubungan .Tipe B menyt:ienggarakan Unl~an 
Pcmerinta~lan bida!1g perumahan dan kawasan 
permukiman, .. urusan pemerintahan bidang 
Pcrhubungan; 

:: " , ... 
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13. 	 Dinas Lingkungan Hidup dan Kchutanan Tipe B 
menyelenggaraKan urusan pemerintahan bidang 
lingkungan hidUp, bidang kehutanan, bidang 
persampahan dan kebersihan; 

14. 	 Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyclenggarakan 
urm:;an pcncrintahan bidang tenaga kerja, 
bidang sum ber daya minera1 dan bidang 
transmigrasi; 

15. 	 Dinas Pertanian Tipe C menyc1enggarakan 
urusan pemerintahan bidang pertani?..n, bidang 
pel..ebunan dan penyu1uh; 

16. 	 Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe C 

menyelenggarakan ',.!rusan pemerintah~fl hidang 
perikanan dan bidang peternakan; 

17. 	 Dinas Ketahanan Pangan Tipe B 
menyelenggarakcm U1 usan pemerintahan bklang 
pangan; 

18. 	 Dinas Komunikasi dan Infonnatika Tipe B 
menye]enggaral<an urusan pemerintahan bidang 
kornunikasi dan informatika, bidang persandian 
serta bidang statistik; 

19. 	 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C 
menyelenggarakan urusan pernerintahrul bidang 
perpustakRan dan kearsipan. 

e. B. !an uaerah terdiri dari : 
1. 	 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Surnber 

Daya Mam.. .sia Tipe B melaksanakan fungsi 
penunjang kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan;

• 
2. 	 Badan Perencanaan Pemtdllgunan Daerah Tipe 

A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, 
penelitian dan pengcl.lbangan; 

3. 	 Badan Pendapq.tan, Pengelola Keuangan l.lan 

Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi 
penunj"'.ng keuangan; 

4. 	 Badan Penanggu]angan Bencana Daerah 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
keter:teraman dan keicrtiban umum (sub 
bencana); 

http:penunj"'.ng


• 

Pasal3 

(1) 	 Selain perangkat. daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai 
perangknt daerah. 

(2) 	 Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 
a. 	 Kecamatan Barumun dengan Tipe A; 
b. Kecamatan Lubuk Barumun dengan Tipe A; 
,.. Kecamatan Vlu Barumun dengan Tipe A; 
u. 	 Kecamatan Barumun Selatan dengan Tipe A; 
e. 	 Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan Tipe A; 
f. 	 Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan Tipe.A; 
g. 	 Kecamatan Sosopan dengan Tipe A; 
h. Kecamatan Sosa dengan Ttpe A; 

I i. Kecamatan ft.ek Nabara Barumun dengan Tipe A;
\,,,.. 

j. 	 Kecamatan Sihapas Barumun dengan Tipe A; 
k. 	 Kecamatan Baruml1n Tengah dengan Tipe A.; 
l. 	 Kecamatan Huristak dengan Tipe A; 

Pasal4 

Ketentuan lebm lanjut mengenai kedudukan, susunan 
organisasi, tugas dan rungsi, serta tata kerja Perangkat 
Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan leblh 
I ..... jut dengan peraturan Bupati. 

Pasal5 

Dalam menetapkan besaran dart susunan organisasi 

Perangkat Daerah, Bupati iIai1.lS m:rllperhatikan a~as: 

a. 	 intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 

b. 	 efisiensi; 

c. 	 efektivitas; 

d. 	 pembagu3n habis tugas; 

e. 	 rentang kendall; 

f. 	 tata kp.rja yang jelas;dan 

g. 	 fleksibilitas. 

• 
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BABIn 
PEMBENTUKAN UPT 

Pasal6 

• 

(1) 

(2J 

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk 
Unit Pelaksana Teknis (UPT). 
UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan 
teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang 
tcrtcntu pcrangkat daerall induknya. 

, 
\''''". 
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(2) 

Pasal7 
Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit 
pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang 
pcndidikan berupa satuan pcndidikan Daerah 

kabupa ten. 
Satuan pcndidikan Daerah kabupaten senagaimanC!. 
dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikart 
formal. 

Pasal8 

(1) 

(2) 

Selain unit pelaJrsana teknis dir.as Daerah kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit 
pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang 
kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten 
sebagai unit organisasi bersif3.t fungsional dan unit 
~::yanan yang beketja secara profesional. 
Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana. 
dimaksud pada ayat (1 ~ bersifat otonom dalam 
penyelenggaraall tata keiula rumah· salelt dan tata' 
kelola klinis serta menerapkan pola pengclolaan 
keuangan lJadan layanan umum Daerah. 

Pasal9 

Pada saat Peraturan Daerah ini muJai berlaku, UPT yang 
sudah dibcntuk tetap melaksanakan tugasnya SAmJX.i 
dengan ditetapka'1nya pcraturan hupati tentpng 
pembentukan UPT yang baru. 
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BABVI 

STAFAHLI 


Pasall0 


Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf 
ahli 	 yang nomenklaturnya ditetapkan kemudian dengan 
Peraturan Bupati. 

BABVII 

KEPEGAWAlAN 


Pasal 11 


(1) 	 Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Pcrangkat Daerah 
djangkat. dan iliberhentikan oleh Bupati sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

. 	 I (2) Khusu::; untuk Pejabat Oinas Kependudukan dan
'\.:-;; ... 

Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan sesuai 
ketentuan perundang-undangan dihidang 
kependudukan dan pencatatan sipi1. 

(3) 	 Jabatan Perangkat Oacrah Kabupaten : 
• 	 a. SeJrretans Oaerah Kabupaten merupakan jabatan 

lsclon lIa atau jabatan pimpinan tinggi utama; 
b. 	 Sekretaris OPR)), In'3pektur Oaerah, Asisten 

Sekretaris Oaerllh, Kepa]a Dinas Oaerah, KepaJa 
Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati mcrupakan 
eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama; 

c. 	 Sekretaris Inspektnrat Oaerah, In~pektur 

Pembantu, Sekretaris Oinas Oaerah, Sekretaris 
Badan Oaerah, Kepala Bagian serta Camat 
mcrupakan jata1?n struktural eselon m.a atau 
jabatan ajmini~tJ ator; 

d. 	 KepaJa bidang pada dinas dan badan, sekretans 
ker:amatan merupakan jabatan struktural e:.,elon 
III. b atau jabatan administrator; 

e. 	 Lurah, Kepala sub bagie:ul pada sekretariat 
daerah, secretariat DPRO, inspektorat, dinas dan 
badan daerah, kepala seksi pada c1inas dan badan 
daerah, kepala unit pelakc;ana teknis pada dinas 
dan b?dan daerah Tipe A, Sekretaris ker:lmatan 
Tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan 
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merupakan jabatan eselon lV.a atau jabatan 
pengawas; 

f. 	 Kepala unit pelaksana teknis pada dinas clan 
badan daerah Tipe B, Kepala subbagian pada unit 
pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, Kepala 
subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan 
dan kepala seksi pada kelurahan merupakan 
jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas serta 
Kepala Sub Bidang pada KORPRl; 

g. 	 Kepala unit pelaksana teknis dacrah yang 
berbcntuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan 
funsional guru atau pamong praja sesuai dengan 
ketentuan Peraturan J?erundang-UndanBan; 

. 	 h. Kp.pala unit pelaksana teknis daerah yang 
berbcntul< rumah sakit daerah dijabat oleh 
,:loktcr atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai 
pejahat fungsional dokter atau dokter gigi cJengan 
diberil<an tugas tambahan; 

1. 	 Kepala unit pelaksana teknis daerah yang 
})Crbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat 
oleh pcjabat fungsional tenaga kesehatan yang 
dibenkan tugas tambahan; 

BAB VID 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa} 	12 

(1) 	 Ketentuan Mengenai Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakR.n Sub Urusan Bencana diatur 
sesuai (/f:!ngan Peraturan Perundang-Undangan 
mengenai Penangguiangan Bencana. 

(2) 	 Peraturan Daerah mengenai pembentukan, fl<ngsi, 
tUbas, struktur organisasi dan tata kerja Perangkat 
Daerah yar.g menyelenggare.!:an aya~ (I) ditetapkan 
dengan pedoman Peraturan Menteri. 

(3) 	 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan 
politik yang terbentuk dengan susunan organisasi 
dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap 



., 

melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan 
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan 
pemerint.:'ilian umum diundangkan. 

(4) 	 Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan eli bidang kesatuan . bangsa 
dan politik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
tergabung dengan urusan pemerintahan lain, 
Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa 
dan politik. 

(51 Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan 
elibidang kesatuan bi:1ngsa dan politik sebagaimana 

...... dimaksud pada ayat (1) .dibebankan pada Anggaran 
Pp.ndapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 
peraturan perundang-undangan mengenai 

( 	 pelaksanaan urusan pemerintahan umum\,,,,, .. 
diundangkan. 

BABIX 

KETENTUAN PRRALIHAN 


Pasal13 


(1) 	 Pengisian jabatan pada perangkat daerah 
berdasarkan pel aturan daerah ini untuk p\..rtama kali 
dilaksanakan paling lambat akhir Desember tahun 
2016. 

,2) 	 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, 
pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan 
melaksanakm tugasnya sampai dengan 
dite~a!1kannyp pejabat yang barn berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 

(3) 	 PejaKsanaan tugas pokok dan fungsi peran~t daerah, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini 

dilaksar.akan mulai tahur 2017. 

• 
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BABX 
KETENTIJAN PENUTIJP 

Pasal 14 

i ,-, 

• 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 
. a. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas 

Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi nan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang 
Lawas; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan uaerah Kabupaten Padang Lawas 
Nomor·03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang 
Lawas; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lewas 
Nomor 02 Tahun 20]6 tentang Perubahan 
Kedua Atas Pe:,aturan daerah Kabupaten Padang 
LawasNomor 03 Tahun 2009 ten tung Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat. Daerah Kabupat.en 
Padang lawas 

dinyatakan dicabut dan tidak be.r1aku lagi. 

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentanf:; organisasi 
perangkat daerah wajib mendC::l.sarkan dan 
rnenyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan 
Daerah ini. 

Pasal 15 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan.n.yu diatur 1ebih 
lanjut dalarn peraturan bupati. 
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Pasa116 .. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan 
Peraturan daerah ini dengan penempatannya c1alam Lembaran 
Daerah Kabupaten Padang Lawas. 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 


TAJ-lUN JlJ" NOMOR Or-


NOMOR REGI~TRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA DTARA NOMOR: ,~/ d1..0/G 


